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ABSTRAK

Permasalahan disabilitas telah menjadi isu dunia internasioal pada masa sekarang.
Berbagai ketimpangan dirasakan oleh penyandang disabilitas mulai dari adanya
diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, minimnya peluang pekerjaan bagi
penyandang disabilitas, hingga tindakan kekerasan bagi para penyandang disabilitas.
Organisasi ILO atau International Labour Organizations hadir sebagai organisasi buruh
internasional dalam mengawasi dan memberikan perhatian penuh kepada para penyandang
disabilitas untuk mendapatkan hak asasi manusia secara penuh. ILO dibantu oleh negara
Meksiko untuk membetuk suatu perjanjian internasional dalam sebuah konvensi yang
bernama Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD). Konvensi ini dibuat
untuk memenuhi segala hak asasi manusia bagi para penyandang disabilitas. Indonesia
merupakan salah satu negara yang ikut serta meratifikasi CRPD sebagai bentuk kepedulian
negara kepada para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak asasi mereka khususnya
pada hak mendapatkan pekerjaan. Konvensi ini di implementasikan di berbagai provinsi di
seluruh Indonesia melalui Undang — Undang Pengesahan No. 19 tahun 2011 tentang hak
penyandang disabilitas. Konvensi ini juga diratifikasi sebagai bentuk penyempurnaan dari
Undang — Undang No. 4 tahun 1997 yang tidak terlaksana dengan baik. Salah satu provinsi
di Indonesia yang ikut mengimplementasikan konvensi ini melalui UU yang telah dibuat
sebelumnya adalah Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan membentuk Peraturan
Daerah No. 6 tahun 2014 sebagai landasan dalam mengimplementasikan CRPD.

Kata Kunci : Disabilitas, ILO, CRPD, Indonesia, Sumatera Selatan
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ABSTRACT

The problem of disability has become an international world issue today. Various
inequalities are felt by people with disabilities, ranging from discrimination against people
with disabilities, the lack of job opportunities for people with disabilities, to acts of
violence for people with disabilities. The ILO organization or International Labor
Organizations exists as an international labor organization in supervising and giving full
attention to persons with disabilities to get full human rights. The ILO was assisted by the
Mexican state to form an international agreement in a convention called the Convention
on the Right of Persons with Disabilities (CRPD). Indonesia is one of the countries that
participated in ratifying the CRPD as a form of state concern for persons with disabilities
in fulfilling their human rights, especially the right to get a job. One of the provinces in
Indonesia, namely South Sumatra, which implements this convention through Law No. 19
of 2011 concerning the rights of persons with disabilities. This study uses a qualitative
method with a descriptive approach through the concept of implementing an international
regime. In the implementation of the international regime, there are three indicators
consisting of, international law, national law and administrative act. Through the use of

this concept, the answers to the questions in this study were obtained.

Keywords : Disabilities, ILO, CRPD, Indonesia, Sumatera Selatan
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia yang lahir ke dunia telah diberikan hak terhadap dirinya.
Manusia yang dilahirkan normal ataupun mempunyai keterbatasan tetap memiliki
kesempatan dan hak yang sama atas dirinya yang berlaku di suatu negara. Hal ini
telah dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dibawah naungan
Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (DJHAM, 2021). Hak asasi
manusia terkait kebebasan merupakan hak yang menjadi dasar dari segala hak.
Keseluruhan hak asasi manusia memiliki sifat universal, yang artinya tidak dapat
dibagi ke sesama manusia lainnya, saling berkaitan dan saling bergantung. Hal ini
merupakan tugas bagi negara tanpa memiliki pandangan terhadap sistem politik,
ekonomi, sosial dan budaya dalam menyebarkan dan melindungi hak — hak asasi
setiap manusia (Organizations, 2013). Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup
dan kebebasan, kebebasan dari perbuatan dan penyiksaan, kebebasan untuk

berpendapat dan berekspresi, hak atas pendidikan serta hak atas pekerjaan.

Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia yang tidak dapat
dipisahkan karena pada dasarnya setiap manusia dan semua orang memiliki hak
untuk berpartisipasi, berhak untuk berkontribusi, dan menikmati hasil
pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang mana dalam hal ini semua
hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bisa seluruhnya dicapai, seperti yang
disampaikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa terkait hak atas
pembagunan pada tahun 1986 (Marzuki, 2002). Hal ini karena semua hak asasi

manusia tidak dapat dilanggar dan tidak terdapat satu hak yang lebih tinggi dari hak
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yang lainnya serta perkembangan satu hak tidak mampu dilaksanakan dengan

meminimalisir hak yang lainnya.

Berbagai faktor penghambat terwujudnya hak asasi manusia. Faktor
tersebut yaitu kemiskinan, lingkungan, dan hal lainnya. Oleh karena itu, hal seperti
ini diperlukannya kerjasama internasional dalam melakukan penghapusan faktor
penghambat termasuk kemiskinan serta mendorong terwujudnya pembangunan
menjadi lebih terawasi dan penting. Berbagai prinsip kerja internasional telah
diratifikasi dalam konvensi internasional termasuk konvensi hak penyandang
disabilitas. Hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan merupakan
salah satu pengakuan internasional paling muda yang telah diberikan oleh
organisasi buruh internasional (International Labour Organizations) pada tahun

1944,

International Labour Organizations atau ILO lahir pada tahun 1919 yang
merupakan badan khusus tertua yang terdapat dalam sistem PBB. ILO memiliki
struktur yang tripartite (tiga pihak). Tripartite memiliki artian bahwasanya
perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja mempunyai hak yang sama dengan
perwakilan pemerintah dari jumlah 181 negara anggota untuk membentuk
kebijakan dan program ILO (Nursiam, 2017). Hal ini dilakukan dengan
tergabungnya mereka dalam Konferensi Buruh Internasional (ILC) yang
diselenggarakan setiap tahun dan keanggotaan dalam Badan Pimpinan ILO. ILO
yang selanjutnya membuat kebijakan terhadap pemenuhan hak para penyandang

disabilitas.

Menurut World Health Organizations menjelaskan bahwa “a restriction or

inability to perform an activity in the manner or within the range considered
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normal for a human being, mostly resulting from impairment” (Barbotte E, 2011).
Penjelasan tersebut diartikan dengan jelas bahwasanya penyandang disabilitas
merupakan seseorang yang mengalami suatu keterbatasan dan ketidakmampuan
dalam melaksanakan kegiatan dengan cara yang dianggap normal bagi manusia
yang sebagian besar akibat dari penurunan kemampuan atau keahlian yang
dimilikinya.

Dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki martabat adalah negara yang
mampu menghargai, memberikan hormat, memenuhi serta memberikan
perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa memandang kasta, ras, budaya dan
agama. Permasalahan tentang penyandang disabilitas merupakan sebuah
permasalahan yang jarang sekali memperoleh perhatian dan respon dari pemerintah
ataupun masyarakat. Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang
yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 yang sekaligus menjunjung tinggi serta menghormati harkat
dan martabat manusia sehingga perlindungan serta kemajuan dalam hak asasi
manusia terhadap para penyandang disabilitas harus lebih ditingkatkan dan

diperhatikan lagi (Rahayu Repindowaty Harahap, 2015).

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang cukup padat di
dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik pada September 2020 (Statistik, 2020). Jumlah penyandang
disabilitas di Indonesia terdapat sebanyak 22,5 juta jiwa berdasarkan data dari
Kementerian Sosial (RI, 2020). Dilihat dari beberapa dekade terakhir, Indonesia
telah mencapai perubahan terhadap kemajuan ekonomi dan politik yang cukup

besar menonjol kearah sistem yang berbasis hak demokratis dan lebih kuat
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didampingi dukungan dari pasar tenaga kerja, hukum ketenagakerjaan dan sebuah

reformasi jaminan sosial untuk para masyarakat dalam mencapai haknya.

Berdasarkan data yang disebutkan olen Kementerian Ketenagakerjaan
terdapat sekitar 247.000 orang para penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan
pekerjaan.Jumlah para penyandang disabilitas lebih banyak yang tidak
mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan para non difable. Para penyandang
disabilitas yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena disebabkan tidak
mendapatkan hak yang sama atas pendidikan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai
ketimpangan di berbagai kota di Indonesia bahwasanya para penyandang disabilitas
harus disembunyikan. Berbagai diskriminasi bagi para penyandang disabilitas

dalam pelayanan administrasi pemerintah, pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan.

Dengan adanya berbagai desakan dari masyarakat dan dibantu oleh lembaga
masyarakat peduli disabilitas mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak adil
dalam memenuhi hak pekerjaan penyandang disabilitas.Oleh karena itu, Indonesia
melaksanakan kerjasama dengan organisasi buruh internasional dalam membantu
para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pekerjaan yang layak.ILO
yang merupakan organisasi di bawah naungan PBB sebelumnya telah membuat
suatu konvensi yang bernama Conventions on the Rights of Person with Disabilities

(CRPD) (Ndaumanu F. , 2020).

Conventions on the Rights of persons with Disabilities merupakan suatu
konvensi terkait hak — hak para penyandang disabilitas, yang selanjutnya telah
diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang — Undang Negara Republik

Indonesia nomor 19 Tahun 2011 terkait Pengesahan dari CRPD itu sendiri. Isi
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singkat dari UU Rl Nomor 19 tahun 2011 mengenai (Jaringan Dokumentasi

Informasi Hukum, 2011) :

“Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
kejam,tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan
perlakuan semena — mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas
mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.”

Conventions on the Rights of persons with Disabilities adalah sarana hak
asasi manusia di ruang lingkup baik internasional maupun nasional dalam sebuah
upaya kehormatan, pemenuhan serta perlindungan terhadap hak penyandang
disabilitas di Indonesia.Conventions on the Rights of persons with Disabilities
memiliki tujuan dalam meningkatkan, melindungi, serta memberikan jaminan
kesetaraan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua kelompok penyandang
disabilitas dan pemberian kehormatan terhadap martabat penyandang disabilitas

sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan.

Penyandang disabilitas tersebar di berbagai provinsi di Indonesia,
khususnya Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jumlah penyandang disabilitas
sebanyak 2,78% dari total jumlah penduduk di Sumatera Selatan.Jumlah tersebut
sekitar 23.981 orang penyandang disabilitas di Sumatera Selatan (Selatan,
2018).Angka ini terbilang cukup tinggi dibandingkan provinsi Jambi yang hanya
memiliki sekitar 17 ribu orang penyandang disabilitas (Munandar, 2019).Hal ini
menjadikan pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan turut ikut
serta dalam menaati kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk
menyelenggarakan hak para penyandang disabilitas di Sumatera Selatan dalam
mendapatkan pekerjaan. Dalam analisa mendalam yang akan saya lakukan terhadap

penelitian ini terkait bagaimana pemerintah Sumatera Selatan membuat kebijakan
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berupa peraturan daerah dalam memenuhi hak pekerjaan disabilitas di Sumatera
Selatan. Dalam hal ini penelitan akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2014 terkait perlindungan dan pelayanan kesejahteraan
sosial bagi penyandang disabilitas. Perda ini dibuat sebagai bentuk kebijakan dari
peratifikasian yang dilakukan oleh Indonesia atas Convention on the Right of

Person with Disabilities.
1.2. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang dikemukakan tersebut, peneliti membuat
rumusan masalah terkait,
“Bagaimana implementasi Convention on the Right of Person with
Disabilities dalam pemenuhan hak pekerjaan disabilitas di Sumatera Selatan ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
peneliti telah menemukan hal utama dan memiliki asumsi bahwa tujuan penelitian
kali ini antara lain, untuk mengetahui terkait bagaimana implementasi Conventions
on the Rights of persons with Disabilities dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi
penyandang disabilitas di Sumatera Selatan.Selain itu, untuk mengetahui seberapa
banyak badan usaha milik pemerintah ataupun swasta dalam menyediakan
lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas di Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian kali ini terbagi menjadi dua antara lain manfaat teoritis

dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut :
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1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis di penelitian ini diharapkan mampu memberikan
pengetahuan, informasi sekaligus masukan berupa fakta bagi para pembaca terkait
bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam
melaksanakan implementasi Conventions on the Right of Person with Disabilities
dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Sumatera
Selatan.Sekaligus mengenai seberapa banyak badan usaha milik pemerintah
ataupun swasta dalam menyediakan lowongan pekerjaan bagi para penyandang
disabilitas di Sumatera Selatan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi

sebuah referensi dan sumber informasi bagi peneliti di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis di penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran
terkait bagaimana pemerintah daerah khusunya provinsi Sumatera Selatan
menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat melalui UU Nomor 19 tahun 2011
tentang pengesahan CRPD dalam bentuk peraturan daerah provinsi Sumatera
Selatan serta mampu melihat bagaimana badan usaha milik pemerintah ataupun
swasta memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja dalam hal

pemenuhan hak asasi mereka.
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